SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan
pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk
mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa bahwa pedoman pengelolaan risiko sebagai acuan
bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penilaian dan
pengendalian risiko bagi pemerintah daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun
2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih belum
memuat ketentuan mengenai selera risiko, kode risiko
dan proses manajemen risiko, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten  Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6557), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Menetapkan :

10.
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Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 429);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor
270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 5);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 630);
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung
Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022
Nomor 620);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 630)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 12 dan 30 sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Gunung Mas.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

. Asisten adalah Asisten Administrasi Umum pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gunung Mas.
Perangkat  Daerah adalah  unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang

selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat
Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada
Bupati.

. Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem
pengendalian intern yang  diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat
UPR adalah wunit kerja yang bertanggungjawab
melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit Kepatuhan adalah unit yang memiliki peran
sentral dalam memastikan seluruh proses manajemen
risiko di tingkat pemerintah daerah berjalan sesuai
dengan standar yang ditetapkan.

Unit Kepatuhan Internal adalah unit yang berada di
dalam masing-masing Perangkat Daerah
(Dinas/Badan/Kecamatan) untuk memastikan
kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko di
unit kerja tersebut.

Risiko adalah kemungkinan kejadian  yang
mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran
Perangkat Daerah.

Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan
pengendalian yang sudah ada.

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran
dampaknya untuk menetapkan level atau status
risikonya.

Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa,
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu
dapat terjadi  sehingga dapat berdampak negatif
terhadap pencapaian tujuan.

Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya
disingkat (RTP) adalah wuraian tentang kegiatan
pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat
Daerah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa  kegiatan
tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana atau norma
yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebul Renstra  Perangkat  Daerah
adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
belanja daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut  Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu)
Tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selannjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
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pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

28. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur
yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Pedoman
Perangkat Daerah dalam melakukan proses  bisnis,
tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

30. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan
terencana dan terukur untuk mengelola dan
mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam
keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf
c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerin tah daerah;

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah;

c. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-
hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7A

Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (5) memiliki tugas:

a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya;

b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak

pengendalian;

memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

pengelolaan risiko;

e. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati Cq Sekretaris Daerah; dan

f. unit kepatuhan dalam menjalankan tugas dapat
dibantu oleh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat
Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

e



Pasal 7B
(1) Inspektur sebagai Penanggung Jawab Pengawasan
berwenang memberikan keyakinan memadai atas
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah dan
bertanggung jawab memberikan pengawasan dan
konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
(2) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan
memiliki tugas:
a. memberikan layanan = konsultasi  penerapan
pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan

efektivitas pengelolaan risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap
rancang bangun serta implementasi pengelolaan
risiko secara keseluruhan; dan

d. Inspektur di dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat eselon II
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. UPR tingkat eselon Illdan eselon IV ditetapkan dengan
Keputusan kepala perangkat daerah.

5. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu), yakni ayat (10)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas
pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun
laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik
risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit
kepatuhan internal.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Laporan pelaksanaa penilaian risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah
dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian
risiko strategis Pemerintah  Daerah, penilaian
risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan
penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(5) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh  UPR
disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada



7

Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
(6) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 dapat berupa dokumen penilaian
risiko / dokumen rencana tindak pengendalian.
(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan secara triwulan, dan tahunan
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan
kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan
internal.

(8) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh  UPR
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 untuk tingkat
entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
UPR Pemerintah  Daerah, sedangkan untuk
tingkat  strategis Perangkat Daerah dan tingkat
operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh
UPR Tingkat Eselon II.

(9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh  Unit
Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah.

(10) Laporan pengelolaan risiko juga dapat disampaikan
secara accidental atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

6. Ketentuan dalam Lampiran pada poin II. Kebijakan
Pengelolaan Risiko, III. Pengelolaan Risiko Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas, A. Struktur Pengelolaan Risiko,
B. Proses Pengelolaan Risiko dan IV. Pelaporan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati Gunung Mas Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Januari 2026
BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd
RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 797

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GUNUNG MAS

A.PENETAPAN KONTEKS PENGELOLAAN RISIKO
Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung
Mas dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan
strategis (entitas) Perangkat Daerah, tujuan pada tingkat kegiatan
(operasional) perangkat daerah, dan risiko fraud (kecurangan) pada
Perangkat Daerah.

1.

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko  Strategis Pemerintah Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko
strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah
bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah
Selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah
Koordinasi Sekretariat Daerah

. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan  risiko  strategis  perangkat daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen
perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-
masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,
sebagai unit pemilik risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko
Tingkat Eselon 3 dan 4.

. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti:
Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama
jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat
Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

. Pengelolaan Risiko Fraud (Kecurangan) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko fraud (kecurangan) perangkat daerah bertujuan
untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi tindakan yang
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dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi

atau kelompok yang merugikan keuangan daerah atau negara di

lingkungan Perangkat Daerah.

Berbeda dengan risiko operasional dan strategis, pengelolaan risiko

fraud memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

a. Tanpa Batas Toleransi: Seluruh risiko fraud yang teridentifikasi
wajib mendapatkan perhatian khusus dan tindakan mitigasi segera,
tanpa mempertimbangkan besaran nilai skala risikonya (baik dari
sisi probabilitas maupun dampak).

b. Fokus Area: Pengelolaan risiko ini difokuskan pada area yang
memiliki kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi dan
kecurangan.

c. Tanggung Jawab: Pimpinan Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik
Risiko (UPR) bertanggung jawab penuh untuk memastikan
terciptanya lingkungan pengendalian yang antikorupsi dan
menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang spesifik untuk
menutup celah terjadinya kecurangan di unit kerjanya.

d. Koordinasi: Dalam pelaksanaannya, UPR berkoordinasi dengan Unit
Kepatuhan Internal (UKI) dan Inspektorat selaku Penanggung
Jawab Pengawasan untuk melakukan reviu berkala atas titik-titik
rawan fraud.

B.PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas
risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat
risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan
lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 4 komponen, yaitu Skala
Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko,
Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) dan Penetapan Selera Risiko.
a. Skala Dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak
risiko. Skala dampak risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak | Skor Uraian

Sangat  signifikan 5 Pengaruh terhadap pencapaian

/Sangat Besar tujuan sangat signifikan

Signifikan/ Besar 4 Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan tinggi/signifikan

Sedang/Moderat 3 | Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan sedang

Kurang 2 Pengaruh terhadap pencapaian

Signifikan /Kecil tujuan rendah/kurang
signifikan

Tidak  Signifikan/ 1 Pengaruh terhadap pencapaian

Sangat Kecil tujuan tidak signifikan

Atau menggunakan skala dampak risiko operasional dalam skala 5
sebagai berikut:

Kategori Dampak (Skor)
Area Tidak Kecil (2) Moderat Signifikan Sangat
Dampak | Signifika (3) (4) Signifikan
n (1) (5)




Kerugian | Kerugian Kerugian Kerugian Kerugian Kerugian
keuangan | Tidak Kecil, Cukup Besar; Sangat
Material,; Kurang Besar ; >1% - 5% Besar;
<0,01% Material; >0,1% - dari total >5% dari
dari total >0,01% - 1% dari anggaran total
anggaran | 0,1% dari | total non belanja anggaran
non total anggaran | pegawai pada | non belanja
belanja anggaran | non unit pemilik | pegawai
pegawai non belanja risiko pada unit
pada unit | belanja pegawai pemilik
pemilik pegawai pada unit risiko
risiko pada unit | pemilik
pemilik risiko
risiko
Kinerja 100% > 97% > 92% > 87% > 80% >
Capaian Capaian Capaian Capaian IKU | Capaian
IKU 2 IKU 2 IKU 2 > 80%; IKU = 70%;
97%; 92%,; 87%; Kegiatan Kegiatan
Hambatan | Kegiatan Kegiatan sangat terhenti,
kegiatan terhambat | terhambat | terhambat, tujuan
tertangani | , Kurang , Kurang tidak efektif tidak
, tujuan Efisien efektif tercapai
tercapai
Gangguan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan | Pelayanan Pelayanan
Layanan tertunda < | tertunda tertunda tertunda tertunda
1 hari diatas 1 diatas 5 diatas 15 lebih 30
hari s.d. 5 | hari s.d. hari s.d. 30 hari
hari 15 hari hari
Reputasi | Ada Negatif, Negatif, Negatif, Negatif,
pemberita | terdapat tersebar di | tersebar di tersebar
an negatif, | pemberita | beberapa beberapa luas di
namun an media media banyak
tidak local nasional / media
material local
Hukum Tidak Pelanggar | Pelanggar | Pelanggaran | Pelanggaran
material an biasa, an biasa, serius, serius,
sanksi sanksi sanksi terkena
teguran tertulis tertulis sanksi
Kesehata | Tidak Gangguan | Gangguan | Gangguan Kejadian
n dan berbahaya | Kesehatan | Kesehatan | Kesehatan fatal /
Keselama Fisik Fisik dana | Fisik dan kematian
tan Kerja Ringan tau atau mental
(mampu mental berat (tidak
bekerja sedang mampu
pada hari | (tidak melaksanaka
yang mampu n tugas >3
sama) melaksan | minggu atau
akan mengakibatk
tugas >1 an cacat
hari s.d. 3 | tetap atau
minggu gangguan
jiwa
permanen
1. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya
risiko. Skala probabilitas atau kemungkinan keterjadian risiko
dalam skala 5 sebagai berikut:

Tingkat Kriteria Kemungkinan
Kemungkinan Kejadian Jumlah Kejadian
Terjadinya Skor Tunggal Frekuensi Toleransi
Risiko dalam 1 tahun Rendah
Sangat 5 Sangat sering, | Sangat sering: | 1 Kejadian
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sering/ hampir pasti | >12 kali dalam 1 tahun

hampir pasti terjadi terakhir

terjadi (probabilitas
>80%)

Sering terjadi | 4 Sering terjadi, | Sering: 10 kali | 1 kejadian
hampir pasti | s.d. 12 kali dalam 2 tahun
terjadi terakhir
(probabilitas
>60 s.d. 80%)

Moderat/ 3 Kemungkinan Cukup sering: 6 | 1 kejadian

kadang terjadi, kali s.d. 9 kali dalam 3 tahun

terjadi (probabilitas terakhir
>40% s.d. 60%

Jarang terjadi | 2 Kemungkinan Jarang: 2 kali| 1 Kejadian
terjadi, s.d. 5 kali daam 4 tahun
meskipun kecil
(probabilitas
>20% s.d. 40%

Sangat jarang | 1 Sangat jarang | Sangat jarang: |1 kejadian

/hampir terjadi, <2 kali dalam 5 tahun

tidak terjadi (probabilitas
<20%

Keterangan:

a) Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/
frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan
pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang
akan datang di unit kerja.

b) Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan
persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total
aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1
tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko
toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat
rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya
korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran
gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria
kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau besaran level risiko merupakan hasil
perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko atau
hasil kombinasi (perpotongan/koordinat) antara level
kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko.
Skala nilai risiko diperlukan untuk menetapkan atau menyusun
peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan
mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk)
maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable
risk).

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan
acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks
analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko
serta kriteria penerimaan level risiko/ risk appetite yang telah
ditentukan.

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks | Level Dampak
t s
Analisis T.dl — 2 3 4 s
isi 5 1da. : N Sangat
Rl§lk0 5x5 Signifikan Minor Moderat | Signifikan Signifikan
Hampir S sl

terjadi

S5 pasti 9 15 18

Sering
terjadi

6 12
Kacent I 10
2

Jarang
terjadi

Level Kemungkinan
T T w

“l.{um pir
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Level risiko

Level Risiko Besaran Risiko Warna
Sangat Tinggi 20-25 Merah
Tinggi 16 - 19 Orange
Moderat 10-15 Kuning
Rendah 5-9 Hijau
Sangat Rendah 1-4 Biru

Penetapan Selera Risiko
a) Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang
berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu
dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh
masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan
oleh Pemilik Risiko level Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV
tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Pemerintah
Daerah (Bupati).
b) Penetapan Selera Risiko untuk seluruh Kategori Risiko berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat
diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
2) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus
ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya. Atau dapat
dirincikan seperti pada tabel berikut:

Skala Nilai Kriteria untuk penerimaan risiko Warna
Risiko
20-25 Tidak dapat diterima, diperlukan | Merah
(Sangat Tinggi) pengendalian yang sangat baik
16 - 19 Tidak dapat diterima, diperlukan | Orange
(Tinggi) pengendalian yang baik
10-15 Harus menjadi perhatian | Kuning
(Moderat) manajemen dan diperlukan
pengendalian yang baik
5-9 Dapat diterima Hijau
(Rendah)
1-4 Dapat diterima Biru
(Sangat
Rendah)

3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat
digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

PETA RISIKO
Level Dampak
Matriks 1 2 3 4 5
Analisis T =
fai i (o 5 di dan ngat
Risiko 5x 5 Signifikan Minor | Moderat | Signifikan Signifikan

| Hampir B
5| pasti terjadi [

.| Sering
4| terjadi

Level Kemungkinan

| | Kadang 4 10
| 3 | terjadi
i
Jarang
2 terjadi 2

Area risiko yang ditangani

el
\

Hampir 1 3
| 1| tidak terjadi )
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C.WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN
RISIKO
Keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan
daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan
dokumen pengelolaan risiko. Penilaian Risiko Strategis OPD
dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis OPD.
Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan
dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD).
Penilaian risiko operasional OPD dilaksanakan bersamaan dengan
proses penyusunan dokumen RKA OPD yang dimulai dengan terbitnya
surat edaran dari Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA
OPD. Oleh karena itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan
sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan
kepada tim anggaran pemerintah daerah. Kepala OPD diharapkan telah
mempunyai draft penilaian risiko strategis dan operasional OPD pada
saat penyusunan RKA OPD. Pada saat ditetapkannya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD) maka dokumen penilaian risiko
dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.
Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko
OPD sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat
dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko
yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko
juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum
dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun
anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan
kegiatan yang dilakukan OPD, walaupun tidak menutup kemungkinan
ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran
berjalan. Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh
Kepala OPD diserahkan kepada Bupati dengan tembusan antara lain
kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi
bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun
yang akan datang. Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu,
tahapan, dan pihak terkait dalam pen gelolaan risiko dan manajemen
pemerintahan daerah, disajikan sebagai berikut:

No Waktu Tahapan Tahapan Pelaksana Output
Manajemen Pengelolaan tahapan
Pemerintah Risiko pengelolaan
Daerah risiko
1. Proses Proses - Arahan dan Komite Dokumen
penyusunan Penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan
RPJMD (satu RPJMD penilaian Risiko  Sekda | kebijakan
tahun risiko S selaku penilaian
sebelum tahunan Koordinator risiko 5
RPJMD S - Penyusunan UPR, Tahunan
tahunan risiko Pemerintah Daftar
berjalan s.d. strategis Daerah (Kepala Risiko dan
RPJMD pemerintah Daerah dan RTP
ditetapkan) daerah Kepala Strategis
Perangkat Pemerintah
Daerah Daerah
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Proses Proses Penyusunan Komite Daftar
Penyusunan Penyusunan Risiko Strategis pengelolaan Risiko dan
Renstra Renstra (Entitas) risiko sekda RTP
Perangkat Perangkat Perangkat selaku Strategis
Daerah (satu Daerah Daerah koordinator (entitas)
tahun UPR  Tingkat Perangkat
sebelum Es.1/Es. 2 Daerah
RPJMD S (Kepala
tahunan Perangkat
berjalan s.d. Daerah dan
RPJMD Kabga/Kabid
ditetapkan Perangkat
Daerah)
Januari - Mei | Penyusunan Arahan dan | Komite Dokumen
Tahun 202X- RKPD dan | kebijakan Pengelolaan arahan
1 Renja penilaian risiko Risiko kebijakan
Perangkat tahunan penilaian
Daerah risiko
tahunan
Agustus — | Penyusunan Penyusunan Kepala Daftar risiko
September RKA Risiko Perangkat dan RTP
202X-1 Perangkat Operasional Daerah, Unit | Operasional
Daerah Pemilik Risiko | Perangkat
(Penetapan tingkat eselon Daerah
rencana 3 dan 4
sasaran dan perangkat
pagu daerah
anggaran
per
kegiatan)
Oktober Penyusunan Pengomunikasi Kepala Perbaikan
Tahun 202X- RAPBD, an risiko dan perangkat RTP KSOP,
1 Perda APBD RTP, daerah, Komite Notulen
penyusunan Pengelolaan pengomunik
atau revisi Risiko, UPR asian,
KSOP, Tingkat Finalisasi
Pengomunikasi Pemerintah Daftar
an perubahan Daerabh, Risiko dan
KSOP Tingkat Eselon RTP
2, 3 dan 4,
Sekda selaku
coordinator
November - | Penyusunan
Desember Rancangan
Tahun 202X- DPA
1 Perangkat
Daerah dan
penetapan
DPA
Perangkat
Daerah
Januari s.d. Pelaksanaan Penyusunan Komite KSOP
Desember APBD atau Pengelolaan
Tahun 202X penyempurnaa Risiko
n KSOP | UPR Tingkat
(Tindak lanjut | Pemerintah
RTP) Daetah Tingkat
Eselon 2, 3,
dan 4
Pelaksanaan Komite Bukti
KSOP Pengelolaan pelaksanaan
Risiko KSOP
Kepala
Perangkat
Daerah
Pelaksana
Program dan
Kegiatan
Berkala Pelaporan dan | UPR Tingkat | Form
(Triwulanan) monitoring Pemerintah Monitoring
risiko dan Daerah, Risiko Form
KSOP Tingkat Eselon | Monitoring
1 dan 2, TL RTP

Tingkat Eselon




16

3 dan 4, Unit
Kepatuhan,Sek

da selaku
coordinator
Pemantauan Unit Notulen
kinerja, risiko, Kepatuhan rapat,
dan efektifitas Pengelolaan Laporan
KSOP yang Risiko pemantauan
dibangun
(triwulanan,
tahunan, 5
tahunan)
9. Juni-Juli Penyusunan Reviu dan UPR Daftar
Tahun 202X KUA PPAS | pemutakhiran Pemerintah Risiko dan
(Penetapan risiko strategis Daerah (Kepala | RTP
sasaran pemerintah Daerah dan | Strategis
makro dan daerah Kepala Pemerintah
pagu Catatan: Risiko Perangkat), Daerah yang
anggaran Strategis Daerah Sekda | dimutakhirk
Pemerintah Pemerintah selaku an
Daerah) Daerah  akan | Koordinator)
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
10. Agustus — | Penyusunan Reviu dan Kepala Daerah, Daftar
September RKA pemutakhiran Sekda selaku Risiko dan
202X Perangkat Risiko Strategis Koordinator, RTP
Daerah (Entitas) Unit Pemilik Strategis
(Penetapan Perangkat Risiko Tingkat (entitas)
rencana Daerah Es. 2 (Kepala Perangkat
sasaran dan Catatan: Risiko Perangkat Daerah
pagu Strategis Daerah dan
anggaran (entitas) Kabag/Kabid
per kegiatan Perangkat Perangkat
Daerah  akan Daerah)
direviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun
11. Januari - Pelaporan Pelaporan Kepala Daerah, Laporan
Februari Keuangan Pengelolaan Kepala Pengelolaan
Tahun Risiko Tahun Perangkat Risiko
202X+1 202X Daerah, UPR Tahun 202X
Tingkat
Pemerintah
Daerah,
Tingkat Eselon
2, Tingkat
Eselon 3 dan
4, Unit
Kepatuhan,
Sekda selaku
Koordinator
12. Februari — | Reviu APIP Evaluasi Inspektorat Laporan
Maret Tahun pengelolaan (APIP Daerah) evaluasi
202+1 risiko oleh APIP pengelolaan
risiko
Penilaian Kepala Daerah Laporan
Maturitas Kepala OPD Penilaian
Inspektorat Maturitas
(APIP) Daerah SPIP
Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan

Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan
dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau
PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat (APIP Daerah).
Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6)
huruf b, yang menyatakan bahwa:
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja

perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai

dengan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

D.PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1. Struktur Pengelolaan Risiko
Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

PENANGGUNG JAWAB
Bupati / Walikota

KOMITE PENGELOLAAN |------ === mm e e mmmmmmmm oo UNIT PEMILIKRIS KO
RISKO TK. PEMDA
+ KOORDINATOR PENYELENGGARAAN

PENGELOLARISIKO
* UNIT PEMILIK RISIKO TK. Eselon 2
Sekretaris Daerah

Unit Kepatuhan
Asisten Sekda/ Unit
yang Ditunjuk

*  PENANGGUNGJAWABPENGAWASAN

e | | | o UNITPEMILIKRISIKO TK.ESELON 2
PEMILI "
RISKO Sekwan Din:;aﬂaPD Kepala Badan Inspektur Daerah
TK. Eselon 2 Daerah
 —
UNIT PEMILK ey [ reres Sekr, Bidang l Xepaia UFD | | Sekr, Bidarg | | Camat ‘ | Sekr, Irban ]
RISKO Sekda
TK. Eselon 3 | ‘
dand q
3 , Seksi . Subbag
Subtieg poda | | SU00% ubbag, Sub bag, Sub bid ﬁ
Sekda

Keterangan Struktur:

(1) Garis Komando (—): Menandakan jalur pertanggungjawaban
struktural, pemberian instruksi, dan jalur pelaporan formal dari
tingkat strategis ke tingkat operasional.

(2) Garis Koordinasi ( - - -): Menandakan hubungan kerja sama,
pemberian saran (konsultansi), dan pemantauan independen oleh
Penanggung Jawab Pengawasan (Inspektorat) guna memastikan
seluruh proses manajemen risiko berjalan sesuai ketentuan.

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan
pengelolaan risiko pemerintah daerah;

3. Kepala daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat
Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas
sebagai UPR Tingkat Eselon 2 di Kabupaten Gunung Mas, dan
Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan
Eselon 4;

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;

S. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

6. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.

Tanggung jawab/wewenang struktur pengelola risiko diuraikan
sebagai berikut:
1. Penanggung jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah
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kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga

bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko

pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan

Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung

pelaksanaan pengelolaan risiko.

Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan

berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan

pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan

antara lain:

2.1 menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;

2.2 membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen
pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan
rapat, dan notulen;

2.3 memfasilitasi proses penilaian risiko;

2.4 kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung

jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun

tanggungjawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

3.1 melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment)
atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional,
serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja
masing-masing.

3.2 melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.

3.3 menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian
kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam
unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini
(early warning indicator) dan sebagai database untuk
memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

3.4 menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

3.5 memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
tentang pelaksanaan pengendalian risiko.

3.6 melakukan monitoring dan  pengendalian terhadap
pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu
sebagai berikut:
3.1 Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah,
terdiri dari:
Ketua :  Bupati, selaku pemilik risiko tingkat
pemerintah daerah
Koordinator
merangkap
anggota :  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah (Bapperida) atau OPD
lain sejenis yang menangani perencanaan
Anggota :  seluruh kepala OPD (sekretaris daerah,
sekretaris DPRD, inspektur, kepala
dinas, kepala badan, kepala UPTD
pemerintah daerah dan direktur RSUD,
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dan sebagainya).

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri

dari:

Ketua . Sekretaris Daerah, Kepala OPD selaku
pemilik risiko tingkat OPD.

Koordinator

merangkap

anggota . Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang
yang menangani perencanaan pada OPD.

Anggota :  seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban

pada OPD yang bersangkutan.

Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4

terdiri dari:

Ketua :  Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik
risiko tingkat Kegiatan.

Koordinator

merangkap

anggota :  Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi /
Pegawai/ Staf yang ditunjuk menangani
perencanaan kegiatan pada OPD.

Anggota : seluruh  Kepala  Sub  Bagian/Sub
Bidang/Sub Koordinator/ Seksi pada
Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko
Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

4.1
4.2

4.3

Bupati sebagai Ketua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah (Bapperida) atau OPD lain sejenis yang menangani
perencanaan

Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah
daerah, Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko,
dengan tugas sebagai berikut:

4.1

4.2

4.3

merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal
terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur
normal;

melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan,
supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah daerah;

membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.



20

S Unit Kepatuhan
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit
kepatuhan pada OPD.
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap
OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah.
Pembagian OPD dilakukan sebagai berikut:
5.1 Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan  Rakyat,

melakukan pemantauan atas OPD berikut:

Sekretariat DPRD;

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas.

FOST RDO Q0 TR

5.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan
pemantauan atas OPD berikut:
a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Pertanian;
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah;
j- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan.

ge S0 Q0

5.3 Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas
OPD berikut:

Inspektorat;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Keuangan dan Aset;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

pao TR

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan,

melakukan kegiatan antara lain.

5.1 memantau  penilaian risiko dan rencana @ tindak
pengendalian;
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5.2 memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

5.3 memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan
risiko;

5.4 membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada
Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat

membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

6 Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan,

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan
tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan
antara lain:

6.1 memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan
risiko pada pemerintah daerah;

6.2 memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

6.3 melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang
bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara
keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain

oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan

struktur pengelolaan risiko.

2. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
dengan tahapan sebagai berikut:

Kerangka Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

ﬁ

r
Identifikasi Kelemahan SEE SRy

- Lingkungan Pengendalian Intern

o)

= .

5  Penilaian Risiko (P)

£ : c

N f _ Penetapan Konteks/Tujuan S

c : | S

O : v c

T : ]

‘B * : *_ Identifikasi Risiko T - g

g : &

= ;

e

£

- ._ Analisis Risiko gt .

- -h Kegiatan Pengendalian - -
I x

diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci
sebagai berikut:
1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
(a) Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
(1) Persiapan Data
Data yang digunakan dalam rangka persiapan untuk
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menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

pemerintahan daerah dapat berupa:

2.1 Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang
bersangkutan misalnya audit operasional, audit
kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib /
pilihan terkait;

2.2 Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;

2.3 Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian
urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;

2.4 Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan
pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan
sumber-sumber lain yang relevan.

(2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan
pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner

(contoh format disajikan pada Form 1a)

Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian

melalui reviu dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan untuk mendapatkan

gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan

pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan

menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah

persiapan penilaian. Data yang digunakan untuk menilai

kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas secara umum yaitu:

(1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten
Gunung Mas dan LHP BPK; dan

(2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi

kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah

daerah, sebagaimana contoh yang disajikan pada Form 1 b .

Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control
Environtment Evaluation (CEE)

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data
persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi
Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah
daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control
Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri
atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu
diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan
klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang
memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern
pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan
oleh peserta FGD Pemkot XYZ yaitu memadai atau kurang
memadai sebagaimana disajikan pada Form la.

Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
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selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian
pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja
sebagaimana disajikan pada Form le.

2) Penilaian Risiko
(a) Penetapan konteks/tujuan

(1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan
urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian
risiko.
Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah
menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan
ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis
pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan
tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan
dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami
tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko
pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan

dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah
untuk memperoleh informasi
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator

kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang
diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja
pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD,
dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan
disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap
tingkat dijelaskan sebagai berikut:
1.1 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah
Daerah
Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah
daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh
tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD.
Namun demikian, dalam penetapan konteks
strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah
dapat memilih beberapa tujuan dengan
mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan
visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan
profesional lainnya. Format penetapan
konteks/tujuan  strategis pemerintah  daerah
disajikan dalam lampiran Form 2a
1.2 Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD
Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD
dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan
yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam
Lampiran 1 Form 2b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis

(entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai

berikut:

1.2.1 mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD,
serta data terkait lainnya,;

1.2.2 identifikasi tujuan, sasaran, program, dan
Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan
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urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang
mendukung pencapaian tujuan strategis yang
telah ditetapkan pada penetapan konteks
strategis Pemda;

1.2.3 menetapkan sasaran, program, dan IKU
Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan
penilaian risiko . Sa.saran yang akan
dilakukan penilaian risiko b isa seluruh atau
sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan

1.2.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

1.3 Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD
Penetapan  tujuan/konteks  operasional OPD
dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai
urusan yang diampunya , sebagaimana disajikan
dalam Lampiran 1 Form 2c. Penetapan tujuan/
konteks operasional OPD dalam rangka mendukung
tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1.3.1 mendapatkan dan mempelajari Renja dan
RKA OPD, serta data terkait lainnya;

1.3.2 identifikasi kegiatan utama dan indikator
keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD
yang sudah dipilih sebelumnya;

1.3.3 menetapkan kegiatan utama dan indikator
keluaran yang akan dilakukan penilaian
risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan
penilaian risiko pada dasarnya dilakukan
untuk seluruh kegiatan wutama. Namun
demikian, OPD bisa memilih sebagian
program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi
dan misi kepala daerah atau pertimbangan
profesional lainnya ; dan

1.3.4 menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.

(2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

2.1 menetapkan kriteria dan skala dampak dan

kemungkinan risiko;
Penetapan skala dampak dan kemungkinan
mengacu pada penetapan kriteria penilaian risko
dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.2 menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan  melalui
perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis
risiko yang mengacu pada matriks analisis risiko
dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Identifikasi risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan
prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat
diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pemah terjadi
atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap
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identifikasi  risiko, selain pemyataan risiko, juga
disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik
risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko
apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini
menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian
risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor
urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah
sebagai berikut:

RSO |. [25 [. Joo |. |10 |. |oO1 |
Penjelasan:
RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD
25 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2025
00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis

OPD dan Operasional OPD) atau tujuan strategis
(untuk risiko strategis pemda)

10 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis
pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko
strategis OPD dan Operasional OPD)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam

Lampiran 2 Contoh Kode Risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

(1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan
pemerintahan/ program/kegiatan/urusan; dan

(2) identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada
permasalahan yang pemah terjadi dalam setiap
tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang
mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.
Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang
digunakan dalam pedoman ini menggunakan
CSA/FGD.

CSA (Control Self Assessment) Self Assessment atau

Penilaian Mandiri merupakan proses di mana unit kerja

secara mandiri menilai risiko dan efektivitas pengendalian

yang ada. Dalam konteks Manajemen Risiko, CSA adalah

diskusi terstruktur yang difasilitasi oleh fasilitator (biasanya

dari Unit Kepatuhan atau Inspektorat) untuk membantu

pemilik risiko (UPR) dalam:

(1) Mengevaluasi proses bisnis mereka sendiri.

(2) Mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada tugas
dan fungsi mereka.

(3) Menilai apakah pengendalian yang ada saat ini sudah
memadai atau masih lemah.

FGD (Focus Group Discussion) Diskusi Kelompok Terarah
adalah metode pengumpulan data atau identifikasi risiko
melalui diskusi kelompok yang terfokus pada topik atau isu
spesifik. FGD dalam identifikasi risiko bertujuan untuk:

(1) Mendapatkan kesepakatan (consensus) mengenai
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risiko-risiko utama yang dihadapi organisasi.

(2) Menggali penyebab akar masalah (root cause) dan
dampak risiko dari berbagai sudut pandang pemangku
kepentingan dalam unit kerja.

(3) Menghasilkan daftar risiko (risk register) yang lebih
komprehensif melalui curah pendapat (brainstorming)
antar anggota tim.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis
pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala OPD,
peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas)
OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta
CSA/ FGD tingkat operasional OPD adalah Kepala OPD
Kabag/ Kabid OPD s e rta Kasubbag/Kasi. Se lain itu, dalam
CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang
bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Pelaksanaan CSA identifikasi risiko dapat dilakukan dengan

langkah sebagai berikut:

(1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko
yang dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasaran
terpilih;

(2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan
ditampilkan pada layar LCD;

(3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama
peserta;

(4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil
diskusi;

(5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko
(pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapat dikendalikan
controllable) atau tidak dapat dikendalikan
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta
penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko terdiri dari:
(1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko  strategis pemerintah daerah

dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan

kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan
strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas

Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

disajikan pada Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis pemerintah daerah:

1.1 Risiko strategis pemerintah daerah dapat
merupakan risiko yang disebabkan kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala
daerah/tingkat pemda (misal:
peraturan/monitoring dan lain-lain);

1.2 Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab kepala daerah, a tau hanya bisa
dilakukan oleh kepala daerah;

1.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di
tingkat pemerintah daerah untuk
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memastikan/membantu pencapaian tujuan
strategis OPD terkait, misal dalam bentuk
peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau
pemantauan oleh kepala daerah d) Risiko strategis
pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di
luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan strategis pemda;

1.4 Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan
strategis yang dipilih untuk menjaring
permasalahan pencapan tujuan
strategis/operasional OPD yang memerlukan
penanganan/ tindakan oleh kepala daerah;

1.5 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
risiko yang menurut kepala daerah merupakan
risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala daerah; dan

1.6 Risiko strategis pemda disetujui/ divalidasi kepala
daerah

Risiko Strategis (Entitas) OPD

Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan
untuk  mengidentifikasi  kejadian yang  dapat
mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD
yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih
pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah
daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko
Strategis OPD disajikan dalam Lampiran 1 Form 3b

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

risiko strategis OPD:

2.1 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi
tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala
OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan
sebagainya) - Pengendalian yang nantinya
dirancang merupakan tanggung jawab yang
dilakukan oleh kepala OPD;

2.2 Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi
yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD
(Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring
kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu
pencapaian tujuan strategis OPD terkait;

2.3 Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa
faktorfaktor di luar pencapaian tujuan operasional
OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan
strategis OPD.

2.4 Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait
dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk
menjaring  permasalahan  pencapan  tujuan
strategis/ operasional OPD yang memerlukan
penanganan/tindakan oleh kepala OPD;

2.5 Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang
menurut kepala OPD merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah
pengendalian oleh kepala OPD; dan

2.6 Risiko strategis OPD disetujui/ divalidasi Kepala
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OPD.

Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat
mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh
formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD disajikan pada Form 3c.

Risiko Fraud (Kecurangan)

Identifikasi risiko fraud (kecurangan) dilakukan untuk
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dilakukan
dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi
atau golongan yang dapat merugikan keuangan
daerah/negara atau merusak integritas instansi.

(c) Analisis risiko

(1)

melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah
berikutnya adalah melakukan analisis risiko.
Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, langkah
selanjutnya memberikan skor terhadap dampak dan
kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati.
Setelah itu memberikan skala nilai risiko dengan
mengalikan dampak dan kemungkinan, atau
mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara
level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks
analisis risiko berdasarkan matriks analisis risiko
yang mengacu pada Pedoman Pegelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Kertas kerja
hasil analisis risiko disajikan pada Form 4. Dari hasil
analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut
diperoleh "Matriks Analisis Risiko".

Contoh matrik hasil analisis risiko sebagai berikut:

[ Dampak/Konsekuensi
\ MATRIKS Tidak Kecil ‘ Sading Béiar
ANALISIS RISIKO  |_signifikan oa i DORbac : Sangat signifikan
1 7 3 4 5
Hampir pasti
g | Kemungkinan
§ -E besar h
=g 'SP 19.01.01.01 18.01.05.01
%o S9.16.01.01.03 119.01.0504
z Mungkin 3 SO 19.02.0205 119.01.05.01
ER SO. 19.0202.08 119.01.05.04
£ s
v E Kemungkinan ROQ.12.010508 1901.0507 1SO.19.01 05.02 .16.01.05,03
= kecil 2 IRO0.18.01.05.02
Sangat jarang, i ARD1L0509
Keterangan: Sedang
L Medium Tinggi
(2) memvalidasi risiko (evaluasi risiko);

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah
daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala
Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan
operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala
OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana
yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam
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pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan
"tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Kegiatan
memvalidasi risiko disebut juga dengan evaluasi
risiko. Berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 4
Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan
BPKP, tahapan setelah analisis risiko yaitu Evaluasi
Risiko. Pada pasal 19 disebutkan bahwa Evaluasi
risiko merupakan proses untuk menentukan daftar
prioritas risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan
membandingkan antara peta risiko dengan selera
risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. Daftar
risiko prioritas selengkapnya disajikan pada Form 5.

mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan;

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup

penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki

instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko

yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada

tersebut selanjutnya  dinilai efektifitasnya

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

3.1 Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah
dilakukan, namun belum mampu menangani
risiko yang teridentifikasi;

3.2 Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;

3.3 Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku
yangjelas;

3.4 Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai
dengan peraturan diatasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada
selengkapnya disajikan dalam Form 6 (kolom a-f).

menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat

untuk membangun pengendalian yang diperlukan

guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah

teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP

sebagai berikut:

4.1 merumuskan tindakan untuk mengatasi
kelemahan lingkungan pengendalian;
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian
yang telah teridentifikasi pada Form le, dibuat RTP
lingkungan pengendalian.

4.2 merumuskan kegiatan pengendalian  yang
dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi
risiko. Dalam menentukan pengendalian yang
akan dibangun perlu memperhatikan respon
risiko. Respon risiko membantu instansi
pemerintah  dalam = memfokuskan = kegiatan
pengendalian yang diperlukan untuk memastikan
bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan
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Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan,

Menghindari Risiko (Avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara
tidak memulai atau tidak melanjutkan
kegiatan yang dapat meningkatkan risiko.
Penghindaran risiko dapat menjadi tidak
tepatjika individu atau instansi bersifat
menolak risiko. Penghindaran risiko secara
tidak tepat justru dapat meningkatkan

signifikansi risiko lainnya atau
mengakibatkan hilangnya peluang
memeroleh manfaat.

Mengubah /Mengurangi Kemungkinan

Munculnya Risiko (Abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar
kemungkinan terjadinya hasil yang negatif
dapat berkurang. Istilah lain yang Juga
digunakan adalah pencegahan (prevention).
Mengubah /Mengurangi
Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
Respon ini dilakukan dengan cara
mengubah/ mengurangi konsekuensi/
dampak risiko agar kerugian menjadi
berkurang. Istilah lain yang juga digunakan
adalah penanggulangan. Abate dan mitigate
terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu
mengurangi risiko (reduce).

Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer
Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam
menanggung atau berbagi sebagian risiko.
Contoh mekanismenya antara lain meliputi
kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur
organisasi seperti kemitraan dan joint
ventures untuk menyebarkan tanggungjawab
dan kewajiban. Terkait dengan pembagian
risiko dengan instansi lain, umumnya akan
terdapat biaya finansial atau manfaat yang
timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko
dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian,
maka instansi yang mentransfer risiko
mendapat risiko baru, yaitu instansi lain
yang memeroleh transfer risiko tersebut
tidak dapat mengelola risiko itu secara
efektif.

Menerima atau Mempertahankan Risiko
(Accept/ Retain) Setelah risiko diubah atau
dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang
dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan
respon yang lebih baik, selain menerima
risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko
strategis pemerintah daerah, strategis
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(entitas) OPD, dan operasional. Rencana
Tindak Pengendalian tersebut meliputi
Pengendalian yang dibangun untuk
Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan
Target Waktu Penyelesaian. Kertas Kerja
Penyusunan RTP disajikan pada Form 7

4.2 menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari
dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana
tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan
rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.
Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya
kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau
berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab
itu, pada tahap ini perlu memperhatikan
kemungkinan terse but dan menyelaraskan kedua
rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut
sehingga dapat menghindari duplikasi rencana
tindak perbaikan pengendalian.

4.3 menyusun rancangan informasi dan komunikasi
atas RTP;
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan
rancangan informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam
pengendalian  mengetahui  keberadaan  dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.
Kertas Kerja penyusunan rancangan informasi dan
komunikasi atas RTP disajikan pada Form 8.

4.4 menyusun rancangan monitoring dan evaluasi
risiko dan RTP.
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah
dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.
Kertas Kerja penyusunan rancangan monitoring
dan evalusi risiko dan RTP disajikan pada Form 9.

3) Kegiatan Pengendalian

(2)

Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak
lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi

risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa

kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam rangka ~membangun
infrastruktur pengendalian meliputi;

(1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan
perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan
prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

(2) unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
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dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan

(3) membuat atau menyempumakan infrastruktur
pengendalian;

(4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;

(5) menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian
berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan

(6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

(b) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah
dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan
kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional
sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai,
masyarakat, dan pihak terkait lainnya

Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan
pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-
pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum,
pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa
informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh
semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan,
masyarakat, APIP, dan sebagainya  sesuai rencana
pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

(a) surat edaran dari pimpinan daerah kepada unit kerja atas
pemberlakuan kebijakan;

(b) kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah
(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang ber kepen tingan; dan

(c) sosialisasi/workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya
dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar
hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Form 8).

Koordinasi  pengomunikasian dan  pencatatan  realisasi

pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah

Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis

pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon

2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) OPD,

dan risiko operasional OPD. Kertas Kerja pencatatan realisasi

pengomunikasian disajikan juga disajikan pada Form 8.

Pemantauan

(a) Pemantauan atas implementasi pengendalian
Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang
mulai dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau
Eselon 2), Kepala Bagian /Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3),
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Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai
dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan
pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh
Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan
pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris
Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuru
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan
untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9
Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern
yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

(b) Pemantauan kejadian risiko.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang
telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat
catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan
dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan
untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas
pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan
kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan
Form 10.

E. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko,

pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan

pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan

Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(1) Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD,
dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil
Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan
penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft
dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah
perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait,
sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis
(entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan
dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Lampiran 3.

(2) Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah,
sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional
OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.
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Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Laporan Tingkat

Pemerintah Daerah
! A
SNSRI . — ]

=| Laporan Tingkat OPD

i

...... Laporan Tingkat Unit Kerja

Kegiatan Pelaporan dilakukan sebagai berikut:
2.1 Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

2.1.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Triwulanan;

2.1.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai
dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja
Tahunan.

2.2 Laporan Tingkat OPD, meliputi:

2.2.1 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD
dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani
oleh setiap OPD Triwulanan,;

2.2.2 Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD
dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang
ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

2.3 Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
2.3.1 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Triwulanan;
2.3.2 Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis
Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan
disajikan dalam Lampiran 3.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit
kepatuhan internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan
pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang
disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam
Lampiran 3.
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Form 1.a
COMNTOH
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILALAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALLIATION (CEE)
Pemda Pemkab XY Z/Proving ABC
E SIMPULAN
NO. PERTANYAAN /KUESIONER ﬁ‘%‘%% e v
a b € o
A | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI
| 1 | Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilaletikasecara | 2 [ 4 [ 3 [ 3 323 | 1
rutin dari pimpinan instansi {Misalnya keteladanan, pesan Memadai
|| moraldlhy i 5 SE—
I | Pemda telab memiliki aturan perilaku {misalnya kode etik, | 3 | 3 I I 3
pakta integritas, dam aturan perilakn pegawai) vang telah Memadai
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
3 | Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi vang 2| 4 3| 3|3 3 T
melavant pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan Memadai
perilaku/ kode etik
4 | Pelanggaran aturan  perilaku/kode etk telah| 3 | 4 20 3|3 2 R
ditindak lanjuti
B | KOMITMEN TERHADAP KOMPETENST MEMADAI |
1 Stanclar kompelensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah 3 4 2z 3 2 3 Memacdai
|| ditentukan et e e I——
2 Pfg:d.'r'l.-fxi vang kompeten telah secara tepat mengisi 243|333 Miemadai
posisifjabatan
37| Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi N ER R T
. . . Memadai
peningkatan kompetensi pegawai
4 Terdapat pelatiban terkait pengelolaan risiko, baik 3 3 3 3 2 3
pelatihan khusos maupun pelatihan terintegrasi secara Memadai
berkala.
C | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMADAI
1 | Pimpinan tu]nh.. menet.apkan kebijakan pcng{-[ul.a:!n risiko 2| 3 2121\ 1 3 Fiicang Merasdal
vang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko
I | Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3| 3 I 3
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan Memadai
keputusan
3 | Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan 2 3 il 3|3 2
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan ristko Mermadai
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan )
risiko/ masalah
4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 Memada
meningkatkan kinerja A
3 | Pimpinan menetapkan Sasaran strategis vang selaras 3| 3 O I 3 Miemacai
dengan visi dan misi Pemda
6 | Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3|3 N I 3 Memadai
|| dalam sasaran OPD dan tingkat operasienal OPD | R
7 R.tncan.,:i stra_h:gis dan rencana k.i:r!a. pemda telah Tl 23] 3] 2] 3 Kurang Memadai
mrn}-’aukan informasi mengenal risiko
K Pu'npm,a.n hc-r-|-:||:ran serta dan mtngikuhit:ﬁgl-n;l:[-]-:;jahat N N N N T
. N o L Memadai
dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
| D | PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI |
1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja 3 3 3 4 4 3 Memadai
yang tepat
| Masing-masing pihak dalam organisasitelah memperoleh | 2 | 3 S 3
kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab Memacdai
miasing-masing dalam pengelolaan risiko
3 | Pegawai vang bertugas di OFD merupakan pegawaitetap| 2 | 3 O 3 Memadai

dan bukan pegawai vang bersifat adhoc (sementara)




JTAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
N, PERTANYAAN /KUESIONER e [ w [m [ & [ = [vee] KUOSIONER CEE |
a b ¢ d
4 | Adanya transparansi dan ketepatan wakitu pelaporan 3|4 3] 3| 4] 3] 3
pelaksanaan peran dan langgung jawab masing-masing Memadai
dalam pengelolaan risiko
E | FENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAR YANG TEFAT MEMADAIL
I | Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukandengan] 3 | 4 | 3 | 4 | 3| 2 | 3
Memadai
e ! _
2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 4 3 4 3 3 3 .
. Memadai
dilaksanakan secara tepat
| 3 | Kewenangan direviu secara periodik 2131 3]3)3 113 1 Memadai |
F | PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMADATL
SUMBER DAYA MANUSIA
1 | TPemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan] 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
SO yang lengkap (sejak rekrutmen sampai Memadai
dengan pemberhentian pegawai)
2 Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promaosi pemilihan 2 3 2 3 3 2 3 Memads
SDM telah dilakukan dengan baik Ha
5 ; : : -
: Ir:nsnz-nlur‘ pegawai telah sesuai dengan tanggungjawabdan | 3 | 4 | 3 | 1| 4| 3| 3 Memadat
| | kineja N i I
4 | Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko a2 21312)2 Kurang Memadai
5 | Adanya pemberian reward dan/atau punisiment atas 23|z 24|32
pengelolaan |_'|5:Lku (Misalrya memp-_c-.nfhmbangkan o B Meada
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian
kinerja)
& | Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 231z 23] 3|2
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan g Memadal
7 | Instansi telah mengalokasikan anggaran vang 23| z2z)1]|3|z2]) 2
memadai untuk pengembangan SO <
G | PERWUJUDAN PERAN AFPARAT FENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI
I | Tnspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ F | 3| 3| 43| 3|3
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara Memadai
periodik
2 | Inspektorat Idaerah melakukan reviu atas kepatuhan | 3|33l 3]3] 3
. Mennadai
hukum dan aturan lainnya
3 | Inspektorat Daerah memberikan lavanan fasilitasi 2l 23|33 3] 3 Memad
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP Ha
4 .ﬂ:.PIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 0 I T T = T I T Memadai
N L S— S -
3 Temuan da:n s?'ran,.-"mkorn endasi pengawasan APIP telah 333333 Memadal
ditindaklanjuti
H | HUBUNGAN KERJA YANG BATK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI
1 Hubungan kenja yang baik dengan instansi/organsasilam] 3 | 3 | 3 | 3 | 3| 3 | 3
oy - . Memadai
vang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun
2| Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait | 3 [ 33 [ 4| 3| 3] 3
atas fungsi pengawasan /pemeriksaan (inspeklorat, BPKF, Memadai
dan BPK) telah terbangun
Keterangan:

Kolom ¢ diisi du:ng,an 'r.'l.w.'l'b.'m msprmdqn

1

2 1 Kurang Setuju/ Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapl belum konsisten

ket Jawaban:
: Tidak Setuju/Belum ada, belum dibunlqun

3 1 BemjuSSudah dibangun atan diterapkan dengam baik, tapi masih biza ditingkatkan
4 .'\'ant;n.r Setuju/ Sudah d.ihnnt;un atau diu.'rrl'pk.\n drni;:m baik dan d.‘IT.!.'IT ditularkan ke Lﬂganixa:si. lxim
Kolom d dilst dengan simpulan hasil penilatan lingkungan pengendalian tap pertanyaan dan kesimpulan dap sub unsur Hngkungan pengendalian

Belisal:
kesimpulan Hap pertanyaan :

"Memadai®, npnbila masdas :i.awahnn rq";pnnd;_'n adalah 3 atau 4 dan 'Kur;lng Mlermadai® ap@hil;l modus jawaban rrspcmdrn adalak 1 atan 2

Eesimpulan sub unsur ingkungan pengendalian:

"Memadai®, .'Ir.!.'lh“.'! seluruh xirnpul.'m tiap pertanyaan p.ada sub unsur tersebof telah "memadai, dan "kurantl; memadai’ apnh'ih I:.l."rdaFmt

simpulan pertanvaan pada sub unser tersebut vang "Kurang Memadai”



Contoh CEF Berdasarkan Dokumen

Form 1.k

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

di Pemerintah Dacrah XYZ

Wama Farmds : Pamanniah Kabupatan X¥F
Tahun Penilaian S 2018
Linusan Pamanntahan : Unuzan Wajir Pelayanan Dasar Bdang Hasahatan
Mo, Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi
a b C e
1 |Media massa - Banyak terjadi pencopotan,/ mutasi pejabat daerah karena Penegakan integritas dan nilai etika

tersangkut kasus hukum

-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan
pengalaman

Komilmen terhadap kompetensi

LHI* BI"K Mo, Xxx tanggal
xux tentang Hasil
Pemeriksaan BPE atas
Efektivitas Pengelolaan
Sumber Dava Kesehatan
TR

Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas

Penyusunan dan penerapan kebiajakan vang
sehal tentang pembinaan SO

-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di
ESUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelavanan keschatan di Era JKMN

Komitmen terhadap kompetensi

Pemenuban tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan
kesehatan

Penyusunan dan penerapan kebigakn vang
sehat tentang pembinaan ST

SK Inspektur Mo, Xxx
tanggal xxx tentang PKPT
Inspektorat

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas
penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkal slrategis

Peran APIP yang efektif

LHTI" BI'K Mo, Xxx tanggal
xxx tentang Hasdl
Pemeriksaan atas Kinerja
]’r:-m'elenl.'-ﬂ;araan JEM

-Pelayvanan pasien BP[S di Kabupaten XYZ belum optimal dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XY2 tidak berjalan
sebagaimana mestinya vaitu ketentuan mengenai praktek
Diokter

Kepemimpinan vang kondusif

* Klasifikasi permasalaban menggunakan sub ursur Lingkungan Pengenaalian dalam PP 60 Tahun 2008,

Eelerangan :
Ealom a diisi dengan nomor urk

Eolom b dust dengan sumber data

Ealnm ¢ diisi drngnn uraian kelemahan jika berdasarkan data Vang ada IHETU kan kelemahan, atauw
Eolom 4 diksl dengan urakan kekuatan jika berdasarkan data vang ada merupakan kekuatamn
Eolom ¢ diisi dengan klasifikasi kelemahan kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



Cantah

Simpulan Swrvel Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Infern

Fenwerimtah Draerah XY£

Form 1

[Flama Pemaa : Pemenniah Kabupaten XYL
Tahun Pendaian 12018
Hasil Reviu Dekumen Hasil Survei Persepsi
- e hael Uraian ot Uraian - '
] b & o ] T 3 h
1 Penagakan infegritas dan | Kurang Banyak lerjadi percopatan’mulasi pejabsl | Memads Wyrarg Rarmgsk terqadi pencopolarfmat e pejabat
rilal etika Memada daerah karera tersanghut kasus hukum Memadai daerah karena fesangiut kasus hokbom
F] Komdtmen tethadap Kurang Prgawa belum ditesnpathan sesuai dengan | Mamada Eurang Paguwal belum ditempatkan sesuzs dengan
ko pete i Mamads kgmpetens dan pergaliman bemsdai kampefers dan pengalaman
Kualifikasi dan kompetensi Doser sera wualifikasi dan kompetens| Dokber serta teraga
teraga kasehstan & ASLUD Eabugaten $v2 kersefatan i RV Kabupaten B F Balum
b memenuhi kebuthan akan mememhi ketututan skan pemberian pelayanan
pembierian pelayanan kesehatan o Era BN seschatan di Era IKH
| E] Hurang Palagaran pasion BRIS i Kabugaten K52 Kurarg - Fimpinar belum menetapkan Eurang iran belum menetaphin kebijakin
temade  |belum optimal dan terdapat regulas Biras  |Memaded|  kebjakan penpelolzan nsko yang [ sMemadal pengeiolapn risien yang mem berikan kejelasan
Esihatan Kabupaten X2 tidak berjalan membenilan kejelasan arah arah pengelolaan risiks
Eagsimana va vty ketemug pergelolapn risikn - Mencang sirategls dan rencana kerjp pemda
Puskesmas bekum sepenuhnya memgediakan Rencana strategis dan rencana belum manyajkan informas mengenal nisiko
selunh kabrucuban farnasi sk manduurg kirtjin perrey bedum manyaikan Pelayanan passen BPFE di Kabupaten X7 belun
peleyaran keschatan secara memady informasi mengerai isiks optimal dan terdapst regulasi Dinas Kesshatan
Kabupaten XYT tidak berjalan sebagaimana
mestings yary ketertusn mengenai prakbi
Dokt
[] Stnubtur organisas s - Memada |- Memadai
kebiaruFan
[s [rendeegusion wirmnnaey B Parm adis |- Memnmdai
dan tanggung jawab wang
Tapa
] Penyusunan den Penersgan| Kurang Fumenntah Kpbupsten 57 belum memilid  [Kwarng |- Pemda belum mengiremabas  [durang - Pumda belum menprbernglia budaya sadar
Kb jaan yang Sehat Memada  |strategi datam pemenuran dan Memada |budaya sadar risiko Memadai nsko
tentang Pembingan SERA pwndistiBusinn 500 kisebatan di Puskssmas - Bl erdapan pemiscaan - Bedum terdapat gemBsrian sewaed danfatau
Frmenutan tenaga kesefatam di B5UEG reward dan/stau punichment atas pusshment tas pengelolaan risiko Mizalma
i brupsa e ¥YZ bietum meemperhatikan pengelolaan risike |WMsng mempemimbangkan pertanggungawatan
tingkat kebasivhan dalam permisran mamgeimbangkan pergeladaan risike dalam pesilaiss knera|
palagzran kesehatan pertang Rungiswaban pengelolaan Evaluzsi kirarja pegawai belum dpertimbanglan
risika dalem panilsan kinerja) dlam parhitungan penghasilin
- Dualuzsi kinerja pegawsd belum - anggaran pergembangan SO0 belum memadal
di it g dalam g tunga Pemerintah Kabupaten ¥V balun i il
penghasilan strategi dalam pememzhan dan pendsinbusisn
anggaran pengembangan SOk SO kesehatan o Puskesmas
babus memnedai Pestrermshin bevaga kisshatan & RSUD Kabupates
¥¥2 belum memperhatiban tinglat kebutuhan
dadaim pembenian pelaEnan ksohatan
7 |Permogudan peran Kurarg inspurklorat Darah s lakniear audt | Momards Surarg Insprektural Daerah Bl meakckan adil knega
yang efekti Memads  |krena atas perwelenggaraan urusan Memadai atas perpelengg wusan keseh dalam
kasahatan dalam tRRKaL stranagis LRghGL STratigis
|8 Hubungan K rfa yang Baik Pz dad Semnadal
dengan Instansi
Pameerimah Terkait

Keterangan:
Koboim a diki dangan nome uit

Kolom b difsi dengan sub wnsur pada lingkurgsn pengendslian
Kolom © diisi dengan smgulan pendaian awal CEE erdasarksn dokumen

dengan uraisn smpulan pendaian awe! CEL berdasarkan dokumen
dengan simpulan hasl survei persepsi

Koo 1 dhisi dergan arsian simpulses sesus Rasil sumi persgs
Kokom g dits) dengan simpulan sesuad hasil penilaian awal dan survei persepsi, [ika hasil antara penilalan awal dan sureel persepsi bertentangan, malka lakukan perdalaman atau lakakan professional
Judgertied uniuk merics pd Banrma

Kokom b ditsi dangan uraian kalamahan
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Form 2a
CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

MNama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
22018
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Sumber Data

RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023

Tujuan Strategis RPJMD

Tujuan 1.7 Meningkainya kualitas tata kelola pemenntahan
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat

Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi

Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian

Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana

Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
Tuiuan 4.2 Meninakatnva pemerataan ekonomi

Penetapan konteks
Risiko Strategis Pemda

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Mama Dinas Terkait

Dinas Kesehatan

RSUD Kabupaten XYZ

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KE)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran RPJMD

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ2
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi

IKU Sasaran RPJMD

Usia Harapan Hidup adalah ditetentukan jumlah kematian bayi, jika angka
kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.

Prioritas pembangunan
dan program unggulan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak

Kabupaten XYZ, September 2018
Bupati XYZ
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Form 2.b
CONTOH
PEMETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Mama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC

Tahun Penilaian (2018

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi
Sasaran Strateqis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.

KU Renstra OFPD IKU 2023
Angka Kematian |bu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 57
Angka Kematian Bayi (AKE) Per 1000 Kelahiran Hidup 3.2
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 36
Cakupan Periolongan Persalinan cleh Tenaga Kesehatan yang 100
memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada
IKU Lansia Belum ada
KU Gizi Belum ada
K1) Kesehatan Reproduksi Belum ada

Informasi lain .

Tujuan, Sasaran, KU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan Strategis :
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis:
Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi

IKU Strategis:
- Angka Kematian Ilbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup”

Dst

Kabupaten XYZ, ... September 2018
Kepala Dinas Kesehatan
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CONTOH Form 2.¢
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD
I
Nama Pemda - Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : 2018
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan ;: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
1OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019
Tujuan Strategis Meningkatkan derajst kesehatan masyarakat
[Program Dinas Kesehatan |, o, oo Poralkan am"sym.
(Renja 2019) dan Kegiatan|s' o ooram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Utama . Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu hamil
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta
3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan
Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor BO orang peseria
eksternal
; Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli
‘Koluaraanasil Kegiatan 4. Remaja 20 orang pesera
20 orang peserta
Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 K1 5.
| Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan
Program, Kegiatan, dan |5k NON FISIK) Keluaran/Hasil Kegiatan:
Keluaran/Hasil Kegiatan 1. Terbayarkanya Jaminan
yang akan dilakukan 2. Terlaksanya Kegiatan
Penulan risiko
Kabupaten XYZ, ....... Seplember 2018
Kepala Dinas Kesehatan




ldentifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Contoh Formulir Kertas Kerja

Form 3.2

Mama Pemda

Mama OFD

Tahun Penilaian
Pariode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
: Dinas Kesehatan

12018

:Pericde RPJMD (Thun 2013-2023)
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Indikato Risiko Sebab Dampak
R A I'ilrl:rrjn Uraian :i::u Pemilik Uraian Sumber g Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f q h i ] k
Tujuan Strategis Pemda 1
Meningkatkan derajal
kesehatan masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya |LUsia Fenerapan Perilakuy Hidup  |RSP.1 |Kepala |Belum tersedianya Internal C |1, Angka kejadian Penyakit|Kepala Daerah
kualitas kesehalan Harapan |Bersih Sehatl (PHBS) rendah |9.01.02|Daerah |Sanitasi Total Berbasis Tidak Menular {(FTM) inggi |Masyarakat
masyarakat Hidup 01 Masyarakat (STEM) 2. Angka kejadian Penyakit| OPD Terkait
(Tidak fermasuk prioritas Menular tinggi
anggaran) . Angka sfunting tnggi
Pelayanan kesehatan belum |RSP.1 |Kepala |1.3arana prasarana Internal C |AKIfinggi Kepala Daerah
memwnubi SPM Bidang 9.01.02 |Daerab |belum memadai AKB tinggl Masyarakatl
Kesehatan 01 {Puskesmas PONED fidak Akaba OPD Terkait
tarsedia,) Peningkatan kasus gizi
2. Jumlah tenaga buruk
kesehatan belum Kasus HIV meningkat
memadai Kasus TB meningkal
(Tenaga laboratorium, Angka kejadian Penyakit
dokler, lenaga kesshatan) Tidak Menular {(FTM) inggi
Angka kejadian Penyakit
Menular tinggi
Angka slunting inggi
Keterangan:

Kalom a diisi dengan nomaor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam EPJMD/ Eenstra
Kalem ¢ disd dengan indikator kinetja tupuan steabegs
Kolom d diisi dengan uraian peristiva vang merupakan risiko

Kaolom ¢ diisi dengan Kode risiko

Kaolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak funit vang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengeloly risiko

Kolom g diisi dengan penvebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material

Kalem h diosi dengan sumber risitka (ekstermal/ inkernal)

Kolom i dilsi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kaolom j diisi dengan wraian akibat vang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kinerja,

Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak /unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi




Form 1b
Conteh Formulir Kertas Kerja
Idantifikasi Risiko Strategls OFD
Hama Pamda S Pemerintah Kabupaten XYZ, Provingd ABC
Mama OPD - Dinas Kasahatan
Tahun Penilaian t2a
Perinde yang dinilai : Peripde Renstra (Tahun 2018-2023)
Tujuan Sirateqis - Meninghkatan darajat kesahalan masyaraksal
Urusan Pemerinishan - Urusan Whajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
CFD yang Dinllal Dinas Kasehatan
RisikG Sebab Dampak_____
No Tujuan/Sasaran Strategis Incilkator Kinerja Uralan Kode [ o ik Uraian Sumbeer ciuc Uralen Pihak yang
Risiko Tarkana
a b < d [] f g h i i k
Tujuan: Meningkatkan derajat
kasahatan masyarakat
Sasaran Shalegs OPD. 1. Angka Kematian Bu Fenggunaan layanan kesshatan  |RE0.19. |Kepala Kurangnya Sosialisasi Kesahatan Intemal 4 I hamil Ldak mengelahui |Dinkes
Meningkainya Kaselamatan by, |Melahirkan Par 100,000 randah (2 0201 | Dinas Keterlibalan linlas program lintas prasadur pelayanan dan RSUD
EBayi, Anak dan Repraduksi Kelahiran Hidug [Persalinan lidak dilakukan pada Hesahatan  |seklor (Posyandu, RTRW, Lurah, tanda-tanda bahaya Mazyarakat
faskes, kunjungan ibw hamil fidak Kecamatan, CPD terkait) rendah kehamilan
2. Angka Kerratian Bayl (AKE) [eratur)
Per 100 Kelahiran Hidup
Kualitas palayanan APM tinax R50.1%, |Kepala Kompetensi tenaga kesehatan Intemal [S Kepuasan masyarakat Dinkes
3, Angka Kematian Balita sesuai SPM Kesehalan 02.02.02|Dinas tentang AFM (bidan, dokier) rendah RSUD
(AkKaBa) Per 1000 Kelahiran Kesehatan  |rendah kualitas dan efeklivitas Masyarakas
Hidup | TentangSDIDTH MTBS, nea natal pelayanan randah
ospnzial )
£ Cakupan Perslengan Sarana pendukung ANG kurang  [R50.1% |Kepals - Alat pendukung ANC tdak Intemal [§ Kualifias dan elakivitas Dinkes
Persalinan olah Tanags memadai 0202 05| Dinas dikalibrasi pelayanan randah REUD
Kesehatan yang mermilisi Hesahatan (- Regen dan alat pandukung AND Kapuasan masyarakat Mazyarakat
Kompatansi Kabidanar urany Penciah
5 Cakupan Pelayanan Mulasi lenaga kesehatan wialh | |RS0. 18, Kepala Sigtem kegagawaian Intemal UC  |Kualitas dan eteklivitas Dinkes
Kesehalan Bayi 02.02.04| Dinas pelayanan randah REUD
Hesahatan Wepuasan masyarakat Mazyarakal
rendab

Keterangan:

Kelom a dils dengan nomor urut
Folom b diisi dengan tujuan strategis wrusan wajib sebapgai mana tercantum dalam RFIMDY Renstra
Kelem o diisi dc-ng..m indikater klm':rj.'u fujuan t.1:f.1h-gil.

Folom d diisi dengan uraian peristiwa vang merupakan rsike
Kolom ¢ diisi dengan Kede nisiko
Kalom § diisi denggan Pemilix risiko, pihak funit yang bertanggung jawab) berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penycbab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risike bisa dikategorikan ke dalann : M, Sowey, Method, Mackine . dan Materia
Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekserpal finbernal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan pervebab risiko, ataon U jika unit kerja tidak mampa mengendalkan risika
Koolom j diisd dengan uwraion akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjodi. Untuk mem permudaly identifikas) damgak risiko, dampalk risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kirerfa, Beputasi dan Hukum
Kelom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi




Farm 3¢
Conoh Farmulir Kertas Kerja
ldetifikasl Riglke Operasianal OPD
Marma Pemda : Pamerinlah Kabupaten XvZ, Provingi ABC
Marma QOPD : Dinas Kesehatan
Tahun Panllalan 12018
Periode yang dinilai : 3019
Tujuan Sratagis i Menmngkatkan darajat kesehatan masyarakat
Sagaran siratagis OFD U Menngkatan derajal kesshatan masyarakat
Unisan Pemerintaban : Urusan Wajib Prlayanan Dasar Bidang Keschasan
QFD wang Dhinitai : Dines Kesahatan
Indikatar LT Sebab’) Dampak™)
He Kegiatan Kode ciuc Pihak yang
Keluaran Tahap Uraian Risiko Pemilik Uraiamn Sumber Urakan Terkena
a [ C d [ f a h i ] k ]
Jaminan Farsalinamn Ak Tarthayar- |Peranggungiawaban |Paranggungjawaban lidak tepat RGO 1802 (Kapala Dinas Barkas dokumantasi pasien Ekstarna| WG |Pambayaran tidak dapat sagera |Kepa'a Derah
MOM FISIK) kannya wakil 02.01 Kagahatan Kepala terflamibat dilengkapi aleh rumab | direalizasikan Rurrah gakit
Jaminan Bidang Kesmas Iiw Maswvarakat
Penatausahaan Pengadminisirasian tidak lepal wakiu [ROD.19.02_|Kepala Dinas Berkas dakumenlasi pasien [Eksternal UG Parmbayaran tidak dapal ssgera |Kepa'a Derah
Q302 Kasahat@n Kepala terlambat dilengkapi aleh rumah I dirgalisasikan Rumah sakit
Bidanyg Kasmas gakit Masyarakat
Pelaparan Laparan Realisas Kevangan RO 102 [Kapala Dinas Rumah Sakt (RS M. Yunus) Ekstarna| MG |Dana DAK Triwuian bankuinyga [Kepa'a Derah
Triwulan: Kesulitan mengurmpulkan D203 Kagshalan’ Kepala menyampaikan kKlaim tidak lengkap || lidak disalurkan albeh Kemankeu |Rumah sakil
adminisirasi syarat pancairan, yai Bidang Kesmas Masyarakat
kelengkapan klaim. barupa
dokumentasi
Femantauan dan Hagagalan mangidentiikasi RODAT02 |Kapala Dinas Evaliasi dilakukan terbatas pada Ftarnal [ Angiaran Jampersal idak Mnas Kesahalan
evvaluasi permasalahan 0204 Kasshalan Kapala oulput {jurnlah bumil miskin yang l=rserap 100%
Bidang Kesmas bedam mampunyal jaminan
kegahatan lainnya terlayani
Fermberian Layanan Terlaksanan |Perencanaan Diaba Ibu hamdl miskin yang belum RO 18,02 (Kepala Dinas Kurangnya koordinasi dengan Dinas |ntermal c Farencanaan kurang lepat Kepaka Derah
va Kagiatan memiliki jaminan kesehatan lainnya  [02.05 Kasahat@an' Kepala 15asial Rumah sakit
dan kecamatan dan Kelurahan belum Bidary Kasmas Magyarakat
ada
. RGO 1502 [Kapala Dinas Tidak ada dalabase ntarnal [ Trrhambatnya pelayanan Krpala Derah
E”;;'"“”’“" kebulhan dana Bdak 15, ve Kasehalan' Kepala Rumah sakit
Bidang Kesmas Masyarakat
Pelaksanaan Adanya pasien yang masih RO, 1802 |Kapala Dinas Tidak ada datahase ntarnal [= Rendannya kapuasan Kepala Derah
dikenakan biaya alah RS Edan 0z.07 Kagahalan Kapala magyarakal Rurr@h 2akil
[doarbie claim ) Bidang Kasmas Masyarakat
Pelaksanaan Proses cross check dals dengan ROO, 18,02 [Kepala Dinas Furangmy: koordinasi Intermal [+ Tethambalnya pelayanan Kepaks Derah
BP.JS dan Jamkaskod yang 02,08 Kasahatan Kepala Rumah sakit
membubihkan vaki ama Bidang Kesmas Idasvarakal

Keberangan
Kalom a disi dengan nomor wruat

Kalom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran keglatan sebagaimana tercanum dalam REA SKPD
Kakom ¢ diisi dengan indikator kinerja bujean/sasaran kegiatan
Eakvm d dilsi dg-ng,;rl taha pan ku;g'.al.m

Kokom e disi dengan uratan peristiva vang merspakan risiko

Kakm £ diisi dengan Kode risiko

Karkom g diisi dengan Pemifik risiko, pihak funit vang bertanggung jawaly’ berkepentingan untuk mengelola risika
Kalom b diixi dengan penyvebab timbulnya riziko, Untuk mempermusdah identifixasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : M, Money, Aedhod, Mochine , dan Materil
Kalom i disi d-c,-ng,.'.n sumber rlsiko (eksternal Sinternal)
Kook j dissi dengan C, jgka unit kera mampu untuk mengendalikan penyebab rsike, atau UC jika unit Kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risikas
Kalom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan j&ka risiko benar-benar tenadi. Untuk mempermodah identifikasi dampak rsike, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kevangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Karlom | dissi dengan pibak funik yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar teradi




Cantah Formulic Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Form 4

Mama Pamda

Tahun Pandlalan
Tujuan Strategis
Urusan Pamarintahan

2018

: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Famarintah Kabupaten XYEZ, Provins| ABC

Analisis Risiko
Ne. “Risike" yang Teridentifikasi Keode Risiko Skala Skala Skala
Dampak™) | HKemungkinan*®) Risiko
a b C d [ f=due
I|Risiko Strategis
1|Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHES) rendah RE5F.18.01.01.01 3 3 L]
2 |Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan REF.19.01.01.02 4 4 16
ll|Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan
1|Penggunaan layanan kesehatan rendah 4 3 12
{Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) |0 o0 o
2 |Kualitas pelayanan AP tidak sesuai SPM Kasshatan RS3.10.01.06.02 4 4 16
3|Sarana pendukung AMC kurang memadai R50.16.01.05.04 4 2 ]
4 |Mulasi lenaga kesehalan leratib RS0.18.01.05.10 4 3 12
lll|Risike Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan
1[Data Tbu hamil miskin yang Belum memilk [aminan kesehalan lainnya dan |Roo. 150106 02 4 4 16
kecamalan dan kelurahan belum ada
2 |Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat RO 19.01.05.03 2 2 4
3 [Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskol yang membuluhkan [ROO0.12.01.08.04 3 2 B
|kl lam:
4 . RO 120010608 31 1 3
Agdanya pasien yang masih dikenakan biayva oleh RSBidan (double claim)
5|Peranggungjawaban tidak tepat wakiu RO, 19.01,05.10 4 3 12
G |Pengadministrasian lidak tepat wakiy RCD.12.01.06.11 4 2 il
T |Laporan Realisasi Kewangan Triwulan: Kesulitan mengumgpulkan RO, 18010812 4 2 [
administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi
& |Kegagalan mengidentifikasi permasalahan RO 19010513 4 3 12

Keterangan:

KEolom a disi dengan nomor urut

Kelom b disi dengan risiko vang teridentifikasi sesuai lampiran fa dan 6k
Kolom o diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan &b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e dilsi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kernungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom [ diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan




Farm 5

Contah Fermulir Kertas Kerja
Daftar Risike Pricritas
[Mama Pamea : Pamarintah Kabupaten XYZ, Provinsl ABC
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Skala | Pamilik
Ho Risiko Prieritas Kode Risiko Ristko | Rislke Penyebab Dampak
a_| b © d L] f q
I|Risiko Strategis
1|Pelayanan kesehatan balum RSP.19.04.01.02 ] Kepala [1.Sarana prasarana belum AR tinggn
memenuhi SPM Bidang Kesshatan Daerah (memadai AKE tinggi
(Puskesmas PONED lidak Akaba
tersedia,} Peningkatan kasus gizl buruk
2. Jumlah tenaga kesehatan  [Kasus HIV meningkat
belum memadai Kasus TB meningkat
(Tenaga laboratorium, Angka kejadian Penyakit Tidak
Menular (PTM} linggi
Angka kejadian Penyakit
Manular inggi
Anaka slnting ingal
ll| Risiko Strategis OPD 1
1| Sarana pendukung ANGC kurang RS0.19.01.05.03 16 [Kepala |- Alal pendukung ANC tidak Kualitas pelayanan ANC lidak
memadai Dinae  |dikalibrasi saguai SPM kesehatan
- Ragan dan alat pendukung
AMC kurang
- Tenaga laboratorium di
Puskesmas kurang
ll|Risiko Operasiconal OPD 1: Dinas
HKesehatan
1|Data lbw hamil miskin yang belum RO, 19.01.08.02 16 Kepala |Kurangnya keordinasi dengan |Perencanaan kurang lepat
memiliki jaminan kesehatan lainnya Bidang |Dinas Sosial
dari kecamatan dan kelurahan
brelum ada

Keterangan

Eelom a disa dengan momer wrut
Kalom b diisi dengan risiko prioritas
Keerlovm ¢ diisi dengan kode risike

Kelom d dilsi dengan skala risiko (seswai Lam plran 7

Kelom e disi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran $a dan 6b

Felom § daisi dengan penvebab sesuai Lampiran ga dan gb
Kelom g diisi dengan dampak sesuai dengan Larmpiran 6a dan $b



Form &
Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
Mama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian ; 2018
Kondisi Limgkungan Pengendalian Rencana Tindak Perbaikan
it yang Kurang Memadai Lingkungan Pengendalian R T R
a b [ d ]
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika
1 |'Banyak leqadl pencopolanmutas Analisizbhajian kelemahan Inspeklorat Trwulan |1 2019
pejabat daerah kerena tersangkut kasus |pengendalian kepatuhan hukum
hukum
L] Komitmen Terhadap Kompaetensi
1 |Pegawai belurm dilempatkan sesual Panyusunan peta kompelensi dan  |BKPSDM Triwulan 111 2019
dengan kompetensi dan pengalaman perraikan S0P panempatan
pagawai
2 | Kualiikasi dan kompeiensi Dokier sera | Rekntmen dokier dan tenaga Dinas keschatan Triveulan 111 2019
tenaga kesehatan di REUD Kabupaten | kesshatan
XYZ belum memenuhl kebutuhan akan
pemberan pelayanan kesehatan di Em
JEN
Il [Kepemimpinan yang kondusif
1|Pirrpinan balim menatapkan kebdakan  |Penyusunan kebljakan pengelolaan |Sekda Triwulan | 2019
pengelolaan risko nsiko
2 |Rencana stratagis dan rencana kerja Panilaian rsko mncana sirategis Sekda, BPPD Trwulan | 2019
pemda belom menyajikan informasi dan rencana kerga
mangenal nsko
3|Pelayanan pasien BPJS di Kebupaten Ewaluasi pembenan layanan dan Inapekiorat Trwulan | 2019
X¥Z balum optimal dan tardapat requlasi | kapatuhan regulasi
Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak
beralan sebagaimana rmestinya yaitu
ketentuan mengenal praktiv Dokter
IV |Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
1[Pemda belm mengintemalisasi budaya | Sosialicasi budaya rigko pada setiap |Sekda Saliap bulan
sadar Aalko rapat bulanan
2|Belum terdapat pemberian mwand Kapan rancangan pembenan reward |BKPSOM Trsulan | 2019
danfatau punishment atas pengelxlaan |danfatau punishmant atas
risika pangelolaan risiks
3 |Evaluasi kinerja pegawai belum Kapan mncangan pemilungan hasil |BKPSDM Triwulan | 2019
dipertimbangkan dalam pehiungan kinena terhadap penghasian
penghasilan
4 [Anggaran pengembangan SOM belum  |Kebijakan efisiensi penggunaan BKPSDM Trwulan | 2013
rmemadai anggaran
5|Femerdntah Kabupaten XYZ belum Pemyusunan strategl pemenuhan|Dinas kesehatan Trwulan 1 2019
rmamilii strategi dalam pemenuhan dan  |dan pendistibusian S0OM kesehan
pendistribusian S0OM kesehatan di [Rekomendasi BPK)
i |Pemanuhan tanaga kesehatan di RSUD |Perraikan sistem Pemanuhan RSUD Kabupaten X¥Z Trwulam 1 2019
Kabupaten X¥Z balum mamparhatikan  |tenaga kesehatan di RSUD
tingkal kebutuhan dalarm pemberian Kabiupaten XYZ
pelayanan kesehatan [Rekomendasi BPE)
V|Perwujudan Peran APIP yang Efektif
1|Inspekioral Daerah belum melkukan Perbaikan prossdur pengawasan Inspekioml Trwulan | 2013
audil kinerja atas penyelenggaraan kinena dan penyusunan PEKPT
urisan kesahatan dalarm tingkat strategls | inspektorat
Keterangan

Kedom a diisi dengan namor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian vang kurang memadai
Kolom o diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kedom d dilsi dengan pihakfunit penanggung jawab untuk menyelenggarakan keglatan pengendalian
Kolom e diisi demgan target waktu penyelesaian RTP




Form ¥

Contoh Foermulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Mama Pemda : Pamerinlah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian : 201B
Tujuan Strategis i Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintaban : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan -
Pam
Kode |Uralan Pengendallan Rencana Tindak Target Waktu
No Risika Prioritas Risiko | yang Sudah Ada *} Calah Pangendalisn Pengendalian F“T""":W Penyelesaian
a b C d =] f g h
I|Risiko Strategis -
1|Pelayanan kesehalan belum RSP.19.0 | S0P Pertalongan Prosedur pengendalian Rekrutmen tenaga honorer |Kepala Daerah | Triwulan [V 2019
meamanuhi SPM Bidang 1.01.02 [Persalinan flidak dapat dilaksanakan kesehatan
Kesehatan
ll|Risiko Strategis Dinas
Kesehatan
1 [Sarana pendukung Ante Natal RS0 19.0| S0P Kalibrasi Alat Prosedur pengendalian Evaluag atas implementas |Kepala Dinas Triwulan | 2019
Care (ANC) kurang memadai 1.05.03 belum dilaksanakan S0P Kalibrasi Alat
Standar Pelayanan Prosedur pengendalian Evaluasi atas implemeantasi |[Kepala Dinas Triwulan 1 2018
Puskemas belum dilaksanakan Standar Pelayanan
{Parmankas Nomor Puskemas
75 Tahum 2014)
| M[Risike Operasional Dinas
Kesehatan
1|Data ibu hamil miskin yang belum |RO0.19. [Juknis Penggunaan |Prosedur pengendalian Evaluasi atas implementasi |[Kepala Bagian | Triwulan 112018
memiliki jaminan kesehatan M.05.02 |DAK Non Fisik belum dilaksanakan {Permenkes Momor 3
lainnya dari kecamatan dan (Parmankas Momor 3 Tahun 2013)
kelurahan belum ada Tahum 20149)
Eeterangan

Kolom a dilsi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom ¢ diisl dengan kode risiko

Kolam d diisi demgan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hamya nama S0P mya, Contoh S0P Pemeliharaan:
Gedung dibersinkan 2 kali sehari,

Eolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

{1} Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
{2] Prosedur pengendalian belumy/tidak dapat dilaksanakan,

(3] Kebijakan belurn diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4] Kebijakan dan prosedur yang ada tidak seswuai dengan peraturan diatasmya

Kolom f dilsi dengan pengendalian yang masih dibutuhlan
Kolom g diisi dengan pihak/unit peranggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h dilsl dengan target wakiu penyelesalan RTP



CONTOH

PENMGEOMUNIEASIAN PENGENDALLAN YVANG DIBANGCUN

Ve

Urasdan Perrminishian : LArus-an

Fiseria Pumds : Pamarimah Kabupaten XY
Talwin Fealialin : A0LE
Tisjuan Strateqis ! Meningkaikan deragal keseFatan masy anaioa

b Palayanan Dazar BE Ha 5 abanan

M | Wapelanan Paspendiadlink yar g Dbt "';‘:';':‘““""IIE"‘I n R r— T — ey ubts Sralluas Wakis Mg
di 5] ‘ d L] [ g h
Fidaly dilak s kain dan
} Thrcas Kesehalam . } . ditimctakbinjun
1 Rk lRnapa Feeeror Kesihaiamn Rarpal ke Barppaada RIS Triwukan 1 2012 Fobruari 2009 b ks rr v an b
nictuken
Telaky dilaksrakary dam
2 E:':Lu;:ll imple = Mat Ragaly Surak Edaran Dinas Ko ban ?H':ILEI“' kst Trwakin 1 2402 Felbruar 2005 :.]:lll-i’linl':.!:llll:\-lhl;lrupﬂ
forhuken
Talaks dila ks kit das
Ewahins atas implemenias Sandar ) . al (s ke sebalan . . ditiredaklanjuii.
3 | 0
* |Patiayanan Puskamas Rarpaty Surat Edazan Dras Kesduban rerk Triwulan 12007 Fubruar 200% AT
i [ b
Telaks dikikarakar dis
Evwaluasi atas implemenias (Permenkes . X “Aal MHnas keschatan . . . dittredakban|utl.
§ 0
4 Homar 3 Tarun 2013) Rapat)Surat Edaran DCnae Krsvtuban torkai Triveulan 12007 Fubruar 200% Dnkumuntusi berupa
i [k
Ketarangan

Eodom 3 dilsl diengaan raoemear urut

Kodom & i dergan KEspaten fengerdaian yene Dissuhkan
ey o o 51 cdeig 2 Wbl 3B roa b S v e Pe ko nd ka sian
Kadom & diid dargan Perpedis Informpai

Eslom i it dengan Parariea nlormeaii

Eodom 1 gl dengsn Rencar Wakiy Feacansan

Kolom § ditd denian N b i Wiaktu Pa ki ki en

Eodom Bl dengan Keteranga® tambaban



CONTOH

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Form 9

Hama Femda : Pemerintah Kabupaten XYZ
Tahun Penilaian : 2018
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Rencana Waktu
q . : Bentuk/Metode Pemantauan Penanggung Jawab Realisasi Waktu
N tan Pengendal Dibutuhkan X Pelaksanaa Keter:
“ Kegia 1an yang i vang Diperlukan Pemantauan Pemanta ua: Pelaksanaan angan
a b [ d 3 f E

1 |Rekruimean tenaga honorer kesshatan

Konfirmasi persiapan dan laporan

Kepala Dinas Kesehatan
Direktur RSUD

Oktober. November,

Oktober. Movember,

Monitoring telah dilaksanakan,
didokumentasikan, dan

: riats 5 2 : 9 P
pelaksanaan keglatan Desember 2019 Desember 201 didistribusikan
Kanfirmasi pelaksana Kepala Dinas Kesehatan Momnitoring telah dilaksanakan,
2 |Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi [0 @ ast pelaksanaan Dhrektur RSUD Semester | Juni 2019 didokumentasikan, dan
Laporan pelaksanaan kegiatan e
didistribusikan
. , . . . Kepala Dinas Kesehatan Monitoring telah dilaksanakan,
3 Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan |Konfirmasi pelaksanaan . Direktur RSUD Comester | Juni 2019 didokumentasikan, dan
Puskemas Laporan pelaksanaan kegiatan PRI
didistribusikan
. . . o . Kepala Dinas Kesehatan Manitoring telah dilaksanakan,
4 Evaluasi atas implementasi (Fermenkes Konfirmasi pelaksanaan Direktur RSUTY Semester | Juni 2009 didokumentasikan, dan

Mamor 3 Tabhun 2019)

Laporan pelaksanaan kegiatan

didstribusikan

Keterangan
Kodlom a diisi dengan nomor wnat

Kodom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian vang Dibutubkan
Kodom ¢ dilsi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yvang Diperdukan

Kodom d diisi demgan Penanggung lawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauvan
Kodom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kodom g diisi dengan Keterangan tambahan
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Lampiran III

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Tahun Kode Urusan Kode Nomaor Kode
Risiko | Pelaksanaan | wajib/pilihan | Pemda/Kode Urut
Penilaian OPD yang Risiko
Risiko menilai
RSP 25 01 01 01 R5P.25.01.01.01
RSO 25 02 05 01 R50.25.02.05.01
ROO 25 03 25 01 RO0D.25.03.25.01

Tingkat Risiko terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
RSP = Strategis Pemda

RSO= Strategis OPD

ROO= Operasional OPD

Kode Pemda/0PD yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

Kode Nama Pemda/ OPD
OPD
01 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
02 Sekretariat Daerah
03 Sekretariat DPRD
04 Inspektorat
0s Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga (DISDIKPORA)
06 Dinas Kesehatan (DINKES)
o7 Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
08 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
09 Dinas Sosial (DINSOS)
10 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(DISTRANSKERUKM)
11 Dinas Pertanian
12 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP)
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
15 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(DISDALDUKEKE)
16 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSANTIK)
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (PERPUSARSIF)
20 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (PERIKANAN)
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DINPERINDAG)
22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
23 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
24 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
25 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
27 Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPED)
28 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas (RSUD)
29 kKecamatan Sepang
30 Kecamatan Mihing Raya
31 Kecamatan Kurun
32 Kecamatan Tewah
33 Kecamatan Kahayan Hulu Utara




34 Kecamatan Miri Manasa
35 Kecamatan Damang Batu
36 Kecamatan Rungan Hulu
37 Kecamatan Rungan

38 Kecamatan Rungan Barat
39 Kecamatan Manuhing

40 Kecamatan Manuhing Raya
99 Lainnya

Kode Urusan Wajib/Pilihan sebagai berikut:

Kode Urusan Nama Urusan
Wajib/Pilihan

01 Pendidikan

02 Kesehatan

03 PU dan Tata Ruang

04 Perumahan dan Kawasan Permukiman

05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

06 Sosial

07 Tenaga Kerja

08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

09 Pangan

10 Pertanahan

11 Lingkungan Hidup

12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

15 Perhubungan

16 Komunikasi dan informatika

17 KUKM

18 Penanaman modal

19 Kepemudaan dan olah raga

20 Statistik

21 Persandian

22 Kebudayaan

23 Perpustakaan

24 Kearsipan

25 Kelautan dan perikanan

26 Pariwisata

27 Pertanian

28 Kehutanan/Perkebunan

29 Energi dan sumber daya mineral

30 Perdagangan

31 Perindustrian

32 Transmigrasi

33 Penyusunan kebijakan dan koordinasi administrative

34 Administrasi kesekretariatan DPRD

35 Pembinaan dan pengawasan

36 Perencanaan pembangunan, litbang

37 Keuangan dan pendapatan

38 Kepegawaian dan pengembangan 5DM




39 Bencana
40 Politik
99 Lainnya

contoh outline sebagai berikut:

II.

II1.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

Pendahuluan

A.

Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerin
tah daerah.

Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko
di pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A.

Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah
daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai
dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional
lainnya.

Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko,
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak
Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko
sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis
dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah
ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.




E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil iden tifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian
dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

VI.

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui
keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko,
hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan
LII,dan IIl) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit
Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan
kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit
Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah
I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun
peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko
pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan
risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
I/11/11/1V
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko
yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga
dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan
sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah



Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan Pengendalian terhadap risiko
yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian
mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan
risiko dan realisasinya.

[II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala
atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-
hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi
kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan
RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan
RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring inijuga
dianalisis apabila dip€rlukan p€mutakhiran risiko dan RTP untuk
periode triwulan berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan
pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan
dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko
pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan
risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.

Lampiran - Lampiran

2.2 Pelaporan Unit Kepatuhan
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada
Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan con
toh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan
RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi
kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring Terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan
pengen dalian sesuai infrastruktur pengen dalian yang telah dibuat
serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa
pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan
secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pen
gendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pernantauan yang
diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan
pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang
terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.



D. Rekomendasi/feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala
dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis
maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang
dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran- Lampiran

2.3 Pelaporan Komite Pengelolaan
Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan
pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Qaerah
cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Komite Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR
kepada wunit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu
juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah
proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP
sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan
berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas
kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun
teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah kepada UPR.
Lampiran-Lampiran
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